BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penerapan Asas konsensualisme jual beli tanah yang dilakukan
tanpa akta jual beli PPAT di Kota Gorontalo tetap adalah sah, karena jual
beli tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
dan para pihak telah cakap menurut hukum, dan kesepakatan itu untuk hal
jual beli (hal tertentu) dan hak atas tanah dan bangunan tersebut adalah
benar milik pihak penjual, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

2. Bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan asas konsensualisme jual
beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT Kota Gorontalo
disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan dimana
masyarakat Kota Gorontalo masih sangat berpegang teguh dengan hukum
adat yang sudah berlaku secara turun temurun, serta anggapan bahwa

untuk melakukan pendaftaran tanah masih diperlukan biaya yang tinggi,
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tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 telah diatur tentang pembiayaan Pendaftaran Tanah secara
jelas.
5.2 Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas,
maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut :

1. Bahwa perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan yang kontinyu kepada
seluruh masyarakat khusunya kepada masyarakat Kota Gorontalo tanpa
membeda-bedakan status ataupun golongan masyarakat tersebut tentang
fungsi dari akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan memberikan informasi tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan
dalam melakukan pendaftaran tanah karena pemindahan hak atas tanah
(jual-beli), jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan disebutkan secara
transparan dan diketahui secara umum.

2. Perlu adanya kesadaran sendiri dari seluruh masyarakat untuk
melaksanakan pendaftaran tanahnya yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
untuk mendapatkan kepastian hukum. Tanpa adanya kesadaran dari
masyarakat sendiri maka Pendaftaran Tanah tiada dapat terwujud dan

hanya akan merugikan masyarakat sendiri dikemudian hari.
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3. Bahwa masyarakat Gorontalo diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati
dalam melakukan transksi jual beli tanah. Hal ini perlu dilakukan agar

dikemudian hari tidak menimbulkan konflik hukum baru.
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